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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku dan
menganalisis kendala dan hambatan hakim dalam menerapkan pidana terhadap
pelaku anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Latar belakang
penelitian ini menyoroti institusi militer terutama dalam kasus pelecehan seksual
yang menjadi krusial karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur
hierarkis serta berdampak buruk pada citra dan integritas institusi militer.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi
penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka untuk memperoleh
data sekunder berupa bahan hukum-primer-(UU No.-31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, KUHPM, KUHP, dan peraturan terkait-lainnya), bahan hukum
sekunder (buku, jurnal; hasil penelitian), dan bahan hukum tersier.(kamus hukum).
Data primer diperoleh melalui studi lapangan.dengan wawancara terhadap hakim
Pengadilan Militer 11-10 Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
menguraikan ~permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap-terdakwa Letda
Utomo Wibowo melalui tiga tingkat peradilan mengalami perubahan. Pengadilan
Militer 11-10 Semarang menjatuhkan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana
tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 285 KUHP. tentang
perkosaan. Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta memperberat pidana pokok menjadi
1 tahun 6 bulan dengan tetap mempertahankan pidana tambahan. Mahkamah Agung
dalam tingkat kasasi memperbaiki kualifikasi tindak pidana menjadi Pasal 294 Ayat
(2) ke-1 KUHP tentang pencabulan-gleh atasan-terhadap bawahan, dengan pidana
penjara 1 tahun 3 bulan dan.menghapus pidana tambahan pemecatan. Kendala dan
hambatan hakim meliputi faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-
undang (legal aggravating circumstances) yaitu perbuatan dilakukan oleh pendidik
terhadap anak didik dan penyalahgunaan: kekuasaan, serta faktor pemberatan
berdasarkan penilaian  pengadilan (judicial aggravating circumstances) yaitu
dampak psikologis terhadap korban. Fakior yang meringankan meliputi terdakwa
belum pernah dihukum, bersikap ‘sopan-di.persidangan, serta mengakui dan
menyesali perbuatannya.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran terhadap aparat penegak hukum
dan hakim peradilan militer perlu lebih tegas dalam menjatuhkan putusan dengan
mempertimbangkan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat, tidak hanya
kepentingan institusi militer. Institusi TNI perlu memperkuat pembinaan mental,
etika, dan disiplin prajurit, serta meningkatkan transparansi mekanisme
pengawasan internal. Korban kekerasan seksual di lingkungan militer perlu lebih
berani melaporkan tindakan yang dialami meskipun pelaku memiliki posisi sebagai
atasan atau pendidik.
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